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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang
disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara
APBD T.A. 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan
Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018,
Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar
dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD T.A.
2018. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD T.A. 2018 disusun dalam Lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2018.

Brebes, 14 Agustus 2017

BUPATI BREBES PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

WARSUDI, 8.Pd.1
WAKIL KETUA


Muhammad Iqbal
Placed Image


BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya
terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan professional
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam
mengelola sumber daya ekonomi daerah yang terbatas secara
efektif dan efesien untuk kemajuan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada situasi, potensi
dan kondisi serta kreatifitas daerah. Hal tersebut sebagaimana
Fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembangunan yang
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, termasuk dalam penyusunan kebijakan
penganggaran daerah dan lebih spesifiknya adalah fungsi
kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan DPRD
Kabupaten Brebes dalam penyusunan kebijakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Implementasi Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat
menjabarkan fungsi-fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi dan stabilisasi. Selain itu diarahkan pula pada
upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk
kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar, seperti :
infrastruktur dan fasilitas umum, perluasan lapangan kerja,
penciptaan rasa aman dan ketertiban, peningkatan pendapatan

masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
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Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai instrumen
kebijakan penganggaran daerah, mempunyai posisi yang srategis
dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas
pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi
serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses
penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran difokuskan
pada upaya guna mendukung kebijakan atau program yang
menjadi prioritas dan preferensi daerah.

Dalam penyusunan kebijakan anggaran diperlukan suatu
pendekatan yang menyeluruh dan tepat baik dari sisi penerimaan
maupun pengeluaran yang membawa dampak positif bagi
penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan
baik di tingkat nasional, regional maupun daerah. Sebagaimana
diketahui dalam kebijakan anggaran, setiap level pemerintahan
menjalankan fungsi kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintah
pusat menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi sedangkan
pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi.

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan
kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu
sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih
efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan
anggarannya. Oleh sebab itu berbagai persyaratan dari setiap
pembiayaan program/kegiatan baik yang baru maupun yang telah
ada harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan
pelaksanaannya, berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penjelasan Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan
RKPD, diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta
PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD
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menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD). Pasal 265, ayat (3) Undang-undang tersebut menyatakan
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi
pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
pasal 69 ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman
untuk penyusunan Rancangan APBD. Sejalan juga dengan Pasal
34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala
Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali
dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
dalam pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD.

Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus
mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada
RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan
RKPD. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani
antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA dan PPAS adalah hasil kesepakatan antara eksekutif

dan legislatif yang berfungsi untuk menjamin, mempertajam
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prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu
indikatif yang dimuat dalam RKPD sebagai landasan untuk
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  mengamanatkan  bahwa
Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah
kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun
anggaran berjalan untuk dibahas dalam = pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya
Pasal 87 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa Rancangan KUA dan
rancangan PPAS selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA dan
PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam
nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala
daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan (dalam
Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah)

Berdasarkan nota  kesepakatan = tersebut, Bupati
menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebagai pedoman bagi
OPD dalam menyusun RKA-OPD. Dokumen RKA-OPD tersebut
selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD

Tahun Anggaran 2018.
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Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2018 dilakukan untuk memberikan pedoman
dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes
Tahun 2018. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional
yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan yang merujuk
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Brebes Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati
Kabupaten Brebes Nomor 041 Tahun 2017.

Penyusunan KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018
dilakukan melalui proses analisis teknokratik dengan berdasar
pada melalui Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
Anggaran 2018, yang selanjutnya akan  menjadi landasan
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun RAPBD.

Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang termuat dalam
RKPD Kabupaten Brebes merupakan dasar dan pedoman bagi
semua pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Brebes, baik
dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan,
pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam
kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2018 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk tahun 2018. Dengan demikian, maka
dokumen KUA tahun 2018 pada dasarnya memuat kebijakan
umum daerah tahun anggaran 2018 yang menjadi pedoman dan
ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2018.
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1.2 Prinsip dan Tujuan

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 di Kabupaten
Brebes, berdasar pada beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
4. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Sedang tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Tahun 2018 di Kabupaten Brebes, dimaksudkan sebagai
penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang
telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes yang diharapkan dapat
dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan
Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan
kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap
Program/Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Secara rinci tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 adalah untuk
memberikan arah dalam pelaksaaan program kegiatan
pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan
pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD,
dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan

daerah.
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2.

Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018;

Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1
(satu) tahun anggaran;

Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan

pemerintah kabupaten.

1.3 Dasar Hukum

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Brebes Tahun 2018 adalah Pancasila dan landasan

konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya

meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2018 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota,;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2005 - 2025;
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2012-2018;

28. Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun

2018.
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan
mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan
regional pada tahun 2017 dan perkiraan kondisi tahun 2018.
Arah kebijakan ekonomi daerah masih ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi
Bupati Brebes kedepan yang merupakan visi dan misi periode
baru setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Brebes Tahun
2012-2017, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Mereview kondisi perekonomian global, pertumbuhan
ekonomi global masih stagnan bahkan cenderung melambat
yang antara lain disebabkan harga komoditas yang terus
berfluktuasi dan belum pastinya pemulihan ekonomi di Eropa
setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Ada 2
kemungkinan dampak dari efek Brexit yaitu apabila keluarnya
Inggris tidak disertai dengan guncangan ekonomi Eropa, maka
tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian
Indonesia. Namun, jika terjadi guncangan ekonomi Eropa paska
Brexit, maka diperkirakan akan mengkoreksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia sekitar 0,1 basis poin. Selanjutnya, apabila
Brexit memberikan efek lanjutan terhadap pelemahan ekonomi
besar lainnya seperti: Amerika Serikat, maka pertumbuhan
ekonomi Indonesia pun akan mengalami penurunan. Hasil

simulasi dengan menggunakan Q-Monas Model Bappenas
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menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika
Serikat pada tahun 2016 sebesar 0.02%, diperkirakan akan
menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.08%.
Selain itu, dunia masih menunggu kebijakan Amerika Serikat
(AS) setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden dan mulai
menjabat pada Januari 2017. Dunia masih menanti apakah

Trump benar-benar akan memproteksi perekonomian AS.

Selanjutnya, pengaruh global lain dalam tatanan
perekonomian nasional juga masih terjadi akibat perlambatan
ekonomi di Tiongkok, yang merupakan negara dengan
perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama
Indonesia. Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing
Indonesia di tengah persaingan global yang makin ketat
pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah
2016-2017.

Kondisi Ekonomi Makro Nasional

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2017 masih
dipenuhi tantangan dan ketidakpastian yang perlu juga
diantisipasi pada tahun 2018. Dari berbagai kondisi
perekonomian global tersebut, optimistis atas kondisi
perekonomian nasional masih dimiliki di tahun 2017 mengingat
perekonomian nasional masih tetap akan tumbuh. Besarannya
pada kisaran 5,3 % -5,6 % atau melebihi asumsi yang

diproyeksikan pemerintah dalam APBN 2017 sebesar 5,3%.

Untuk mengamankan APBN, pemerintah telah
menerbitkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang telah dilaksanakan
sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Kebijakan
pengampunan pajak adalah kebijakan penghapusan atas pajak

terutang, sanksi administrasi, dan pidana perpajakan yang
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dilakukan dengan membayar sejumlah uang tebusan sesuai tarif
yang berlaku. Kebijakan ini ditempuh Pemerintah dalam rangka
optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan membayar pajak di masyarakat (tax
awareness and tax compliance), serta memperluas basis subjek
pajak untuk mendukung penerimaan pajak yang optimal dan

berkelanjutan.

Program pengampunan pajak merupakan suatu terobosan
kebijakan yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi
penerimaan dan perbaikan sistem perpajakan ke depan. Dengan
adanya program pengampunan pajak, diharapkan basis pajak
dapat diperluas dan tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat
dari waktu ke waktu sehingga penerimaan perpajakan
mengalami peningkatan signifikan dan berkesinambungan serta
dapat menjamin keberlanjutan penerimaan negara. Pada
akhirnya, pembiayaan APBN di masa yang akan datang akan

lebih pasti dan terjaga.

Sementara pada tahun 2017, melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017, pemerintah
menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Penetapan
target ini memperhatikan perkembangan terkini faktor eksternal
dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih
diliputi ketidakpastian arah kebijakan moneter negara maju dan
perkembangan harga komoditas internasional serta tren
perlambatan ekonomi Tiongkok. Dari sisi internal, pertumbuhan
ekonomi diharapkan akan didorong oleh belanja infrastruktur
pemerintah dalam rangka penguatan sektor produktif sebagai
penggerak pertumbuhan perekonomian. Berbagai paket
kebijakan yang telah diterbitkan diharapkan juga mampu

mendorong tumbuhnya investasi swasta yang akan mempercepat
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pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi
makro. Secara ringkas, gambaran ekonomi makro nasional dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Gambaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017
dan Proyeksi Tahun 2018

Indikator APBN 2017 RAPBN 2018
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy) 5,3 5,4-06,1
Inflasi (%, yoy) 4,0 2,5-4,5
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,3 4,8 - 5,6
Nilai Tukar (Rp/USS$) 13.300 13.500 - 13.800
Harga Minyak Mentah Indonesia 45 45 - 60
(US$/barel)

Lifting Minyak (ribu barel per hari) 780 771 -815
Lifting Gas (ribu barel setara 1.150 1.190 - 1.230

minyak per hari)
Sumber: Kemenkeu

Kondisi Ekonomi Makro Regional (Jawa Tengah)

Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan kondisi
membaik di tengah perlambatan ekonomi global maupun
nasional. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan
pertumbuhan ekonomi yang menguat dan tetap menunjukkan
arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui
Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku dan atas dasar harga
(adh) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB. selama
kurun waktu 2012 - 2016, namun demikian masih berada pada
kisaran 5%. Pada kurun waktu tersebut pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,44%. Secara berturut-turut
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pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2012-2016 adalah
5,34%, 5,14%, 5,42%, 5,47%, dan 5,28%. Nilai PDRB Provinsi
Jawa Tengah Atas Harga Dasar Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) selama tahun 2011 - 2016 mengalami
peningkatan positif. Nilai PDRB ADHB pada tahun 2011 sebesar
Rp. 692,561 trilyun, meningkat menjadi Rp. 1.092,031 trilyun
pada tahun 2016.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 2012-2016
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2016 menurut
pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi
rumah tangga sebesar 61.05%, Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) sebesar 30,54%, dan pengeluaran konsusmsi pemerintah
sebesar 8,05%. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang
sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini
adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah. Sedangkan dilihat dari nilai PDRB ADHK pada
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tahun 2011 sebesar Rp. 656,268 trilyun meningkat menjadi Rp.
849,384 trilyun pada tahun 2016.

Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 2,36 persen,
lebih rendah dibandingkan inflasi tahuun 2015 yang 2,73
persen. Komoditi penyumbang inflasi Jawa Tengah selama tahun
2016 antara lain cabe merah, bawang merah, bawang putih,
cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, dan rokok kretek filter.
Perlu pengawasan dan pengendalian harga-haraga komoditi

tersebut untuk menekan laju inflasi.

Gambar 2.2.
Inflasi bulanan di Jawa Tengah
Tahun 2014-2016

Gambar 1. —— 2014
Inflasi month to month Jawa Tengah 2015
Tahun 2014-2016
2016
2.50
2.00 //
1.50

1-00 o / I
0.56
0.50 \ 0.39 A7 NN / )
- \-‘_‘-‘——-ﬂ v
000 9480247 5 0.41

0.13 0.09 p.0s5
-0.28

0.21
-0.50 —

-0.46
-1.00

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nop Des

Secara ringkas, perkembangan ekonomi makro di Jawa
Tengah serta perkiraan capaian tahun 2014-2016 dapat di lihat
pada tabel berikut.
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Tabel 2.2.

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2014 -2016 dan
Prediksi Tahun 2017- 2018

No Indikator 2014 2015 2016 2017**) 2018**)
1. | PDRB : Atas dasar 925,662 | 1.014,074 1.092,031 | 1.241,572** | 1.378,144**
harga berlaku (Trilyun
Rp.)
Atas dasar harga
konstan (Trilyun Rp.) 766,271 | 807,649 849,384 | 896,881** | 950,694**
2. | Laju Pertumbuhan 5,30 5,44 5,28 55-59 5,9-6,2
Ekonomi (%)
3. | Inflasi (%) 8,22 2,73 2,36 4,51 4,5%1
4. | PDRB per Kapita atas 27,52 29,96 32,10 26,06 27,13
dasar harga konstan
(Juta Rp)
5. | Nilai realisasi investasi 18,59 26,04 38,10 25,00 27,00
(Trilyun Rp.)
6. | Tingkat Pengangguran 5,68 4,99 4,63 4,2 4,13
Terbuka (TPT) (%)
7. | Kemiskinan (%) 13,58 13,32 13,19 11,30- 10,40-9,93
10,83
8. | NTP 100,55 102,03 102,63 102,86 103,27

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, ; RPJMD Prov. Jateng 2013-2018

Keterangan : *) RKPD Tahun 2016 dan Target RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013 — 2018

**) RPJMD Perubahan Prov. Jateng Tahun 2013 — 2018

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Brebes

Sebagaimana perkembangan perekonomian global dan
naional, perkembangan kondisi ekonomi daerah juga mengalami
dinamikan yang sama yang dapat dilihat dari indikatorekonomi
makro. Ada faktor-faktor ekonomi yang tidakdapat dikendalikan
oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakanpemerintah
pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.
Kemudianjuga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh
naik turunnya hargaminyak dunia, dan nilai tukar mata uang
asing, dan yang terakhir adalahpengaruh krisis keuangan global

yang telah berdampak pada meningkatnyapemutusan hubungan
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kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi

daerah adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Kabupaten Brebes dari
tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan,
baik dari kontribusi masing-masing sektor maupun
pertumbuhan setiap sektor usaha. Dari data BPS Kabupaten
Brebes dapat diketahui bahwa dalam kurun lima tahun
terakhir (2012 - 2016), sektor pertanian masih menjadi
leading sektor dalam struktur perekonomian daerah dengan
kontribusi rata-rata sebesar 40,15%, diikuti oleh sektor PB &
PE, Reparasi Mobil dan Motor dengan kontribusi rata-rata
sebesar 18,52% dan sektor industri pengolahan dengan

kontribusi rata-rata sebesar 12,82%.

Namun demikian, sektor pertanian, walaupun secara
kontribusi masih menjadi sektor utama, namun dalam kurun
tiga tahun terakhir kontribusinya terus mengalami
penurunan. Berbanding terbalik dengan sektor industri
pengolahan dan jasa pendidikan yang kontribusinya
mengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama.
Dengan melihat struktur perekonomian Kabupaten Brebes
yang cukup dinamis, pergeseran struktur perekonomian
sangat mungkin terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke
depan. Hal ini membutuhkan antisipasi yang serius dari
pemerintah daerah. Secara detail, struktur PDRB Kabupaten
Brebes lima tahun terakhir disajikan dalam tabel dibawah

ini.
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(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)

Tabel 2.3.
PDRB Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2016

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Pertanian,

A Kehutanan, dan 9.352.73444 | 960292695 | 9.626.940,50 | 10.014.534,43 | 10.375.354,28
Perikanan

B Pertambangan dan 44565619 | 47824276 | 518.02055 | 54919579 |  572.633,550
Penggalian

C Industri Pengolahan 269123722 | 305422525 | 342333951 | 3.748.057,67 | 3.964.03053

D Pengadaan Listrik 1448605 |  16.07800 | 1723343 | 1799720 |  18.466.41
dan Gas
Pengadaan Air,

E Pengelolaan 1754207 | 1722316 | 1793073 | 1830757 | 1870538
Sampah, Limbah dan
Daur Ulang

F Konstruksi 90025762 | 96357272 | 1.027.466.41 | 1.179.077.48 | 1.167.505,71
Perdagangan Besar
dan Eceran;

G Raparasi Mobil dan 417862515 | 4.406.12012 | 4.629.032,13 | 483048357 | 5.081.962,96
Sepeda Motor

H Transportasi dan 62513123 | 70338878 | 783.048.86 | 837.52446 | 89351373
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi dan 963.168,61 | 99439951 | 107562434 | 113510345 | 1.212.253,12
Makan Minum

J Informasi dan 70604765 | 78817849 |  948.155.15 | 1.069.687.23 | 1.158.541.90
Komunikasi

K Jasa Keuangan dan 39431909 |  409.99958 | 42155960 | 44519028 |  488.659,95
Asuransi

L Real Estate 27492551 | 30212613 | 33016187 | 35142141 | 375.300,68

MN Jasa Perusahaan 47.899.17 56.018,77 62.213.99 67.215,12 74.355,27
Administrasi
Pemerintahan,

0 Pertahanan dan 51132960 | 52802629 | 53240608 | 55376811 |  566.885,79
Jaminan Sosial
Wajib

P Jasa Pendidikan 74434021 | 82744119 | 93383576 |  996.72345 | 1.072.845,71

Q Jasa Kesehatan dan 15248060 | 16549230 | 18375125 | 19523105 | 21447921
Kegiatan Sosial

RSTU | Jasalainnya 45307235 | 49859691 | 54344233 | 56331663 | 611.877,16
PDRB 22.482.262,67 | 23.812.056,92 | 25.074.171,51 | 26.572.834,89 | 27.867.371,33

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2016
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Salah satu indikator kemajuan suatu daerah yang menjadi
acuan adalah pertumbuhan ekonomi meski masih sering
diperdebatkan. Namun demikian belum ada acuan yang lebih
bisa dipercaya untuk melihat kemajuan suatu daerah selain
pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sisi pertumbuhan
ekonominya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tahun
2016 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan
2016 yaitu sebesar 4,87 persen, menurun jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,98 persen.
Penurunan ini disebabkan karena beberapa sektor
mengalami penurunan, antara lain sektor konstruksi yang
mengalami penurunan paling tajam menjadi negatif 0,98
persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
mengalami pertumbuhan sebesar 14,76 persen, kemudian
sektor informasi dan komunikasi yang mengalami penurunan
menjadi 8,31 persen dibanding tahun sebelumnya yang
sebesar 12,82 persen. Sedangkan sektor jasa lainnya
mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,62 persen.
Sektor-sektor sekunder dan tersier mengalami pertumbuhan
yang cukup menggembirakan khususnya sektor jasa
perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan
sosial, serta jasa keuangan dan asuransi. Satu hal yang
menarik dari Kabupaten Brebes yang selama ini dikenal
sebagai daerah agraris bahwa tingginya laju pertumbuhan
ekonomi di luar sektor pertanian menunjukan telah
terjadinya proses perubahan struktur perekonomian di

Kabupaten Brebes.
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Gambar 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Brebes
Tahun 2011 - 2016 (%)
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Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2016

Terjadinya perubahan struktur perekonomian dari pertanian
ke sektor lain terutama sektor industri perlu diwaspadai
mengingat bahwa sampai dengan saat ini Kabupaten Brebes
masih menjadi salah satu lumbung pangan baik bagi Jawa
Tengah maupun Nasional. Dengan kondisi yang cukup
kontradiktif ini, maka pemerintah Kabupaten Brebes perlu
mengambil kebijakan yang strategis yang mampu melindungi
kepentingan masyarakat Brebes. Walaupun pertumbuhan
sektor pertanian menurun secara kontribusi dan lambat
pertumbuhannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa
sektor pertanian masih memegang peranan yang vital bagi
perekonomian Kabupaten Brebes. Oleh karenanya, sektor ini
harus tetap menjadi fokus perhatian bagi pemerintah
Kabupaten Brebes. Ditambah lagi dengan kebijakan
pemerintahan yang baru dengan jargon “kemandirian

pangan” dan target swasembada beras tahun 2017, maka

Buku Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes -----------=-=--=-=-mmemmmmmem -
Tahun Anggaran 2018 21



pertanian masih perlu menjadi prioritas di tahun 2018 tanpa
mengesampingkan sektor lain dalam upaya emeningkatkan

pendapatan masyarakat.

Namun demikian, sektor-sektor potensial yang mengalami
pertumbuhan positif juga harus menjadi fokus dan prioritas
Pemerintah Kabupaten Brebes. Secara khusus, sektor
industri pengolahan, khususnya industri pengolahan hasil
pertanian, harus dikedepankan dalam = perencanaan
pembangunan daerah. Ini penting mengingat pengembangan
industri pengolahan, khususnya industri mikro, kecil dan
menengah, efek dominonya dapat dirasakan oleh banyak
sektor yang lain khususnya dalam upaya pengurangan angka
kemiskinan, pengangguran dan peningkatan nilai tambah

produk pertanian.

Pemerataan atau kesetaraan pendapatan antarwilayah di
Kabupaten Brebes dapat diketahui melalui Indeks Williamson
yang merupakan ukuran untuk menggambarkan tingkat
ketimpangan pendapatan antarwilayah. Semakin rendah
angka indeks  Williamson  menggambarkan  tingkat
pemerataan pendapatan yang baik. Berdasarkan perhitungan
indeks Williamson antar wilayah Kecamatan di Kabupaten
Brebes tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 0,3402;
0,3227; 0,3441 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan
pendapatan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes

termasuk dalam kategori rendah (<0,35).

Penting untuk diperhatikan bahwa harus menjadi perhatian
bagi Pemerintah Daerah adalah, beberapa kecamatan yang
merupakan kecamatan-kecamatan maju dari sisi PDRB,
namun pertumbuhannya terus menurun dan di bawah rata-

rata pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan
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terjadinya stagnasi aktivitas perekonomian di kecamatan-
kecamatan tersebut dan dibutuhkan inovasi dan strategi
yang lebih tepat sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi

kecamatan-kecamatan tersebut mampu tumbuh positif.
2. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita sebagai indikator yang lebih
merepresentasikan  tingkat kemakmuran = masyarakat.
Meskipun sifatnya fluktuatif, namun dalam beberapa tahun
pendapatan perkapita masyarakat selalu mengalami
kenaikan. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Brebes
dapat dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku
pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.
Pendapatan Perkapita Kabupaten Brebes
Tahun 2011 - 2015

| TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
ADHK 12.308.635 12.802.979 13.491.387 14.138.815  14.915.792
ADHB 13.113.319 14.047.839 15.545.511 17.420.027 19.314.318

Sumber: BPS Kab. Brebes

3. Inflasi

Informasi mengenai perubahan harga sangat diperlukan
untuk melihat seberapa besar perubahan daya beli
masyarakat sehingga perlu diantisipasi dampaknya yang
akan menurunkan tingkat daya beli masyarakat terutama
masyarakat golongan menengah ke bawah. Persentase
tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang
secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga itulah yang
dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi diukur sebagai
persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang

mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor

Buku Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes ------=-=-==-=-=-=mmmmmmommmmm oo
Tahun Anggaran 2018 23



Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan
harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain
dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan
antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat,
berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau
spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan
distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi
akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat.
Perkembangan inflasi di Kabupaten Brebes sangat
dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari Pusat yang

memengaruhi kenaikan harga-harga.

Pada tahun 2015, di Kabupaten Brebes telah terjadi
inflasi sebesar 3,08 persen (y-o-y) lebih rendah dibandingkan
pada tahun 2014 yang berkisar pada 6,20 persen. Ini artinya
telah terjadi pengendalian harga yang cukup kondusif
sehingga mampu memacu tingkat daya beli masyarakat atau

minimal bisa mempertahankan.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan
ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-
cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju
inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan Ilaju
pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran di atas, agar
pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang
benar (on the track) perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan
yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya
pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak
secara ekonomis. Berdasarkan kondisi dan perkembangan
perekonomian Kabupaten Brebes serta mempertimbangkan

kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan
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prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2018
adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga
terpengaruh oleh perekonomian global, nasional,

maupun regional yang secara umum masih terkendala.

2) Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa
lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi
mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan
infrastruktur di Kabupaten Brebes merupakan suatu
keharusan untuk mendukung perekonomian lokal
maupun provinsi dan nasional mengingat posisi
strategis Kabupaten Brebes dalam konstelasi ekonomi

nasional dan regional.

3) Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia
produktif yang terus membesar dibandingkan dengan
usia non produktif merupakan tantangan bagi
penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus
demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan
perekonomian  sekaligus tantangan dalam  hal
penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan
masyarakat yang memadai secara kuantitas dan

kualitas.

4) Dengan maraknya industri yang masuk ke Kabupaten
Brebes, secara langsung akan berpengaruh terhadap
kondisi lingkungan hidup, apalagi sebagian besar
industri yang masuk merupakan industri garmen yang

tidak saja mengahasilkan polusi tetapi juga
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menggunakan sumber air yang cukup besar. Konsistensi
pemerintah daerah dalam mengatur lokasi industri
sebagaimana sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten
Brebes menjadi suatu keniscayaan sehingga industri-
industri yang ada tidak saja dapat beraglomerasi secara
ekonomi tetapi juga dapat melokalisir dampak-dampak

negative yang ditimbulkan.

5) Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor
primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan
sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan
tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih
berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak
lebih maju sektor industri pengolahan, terutama yang
berbasis sumberdaya lokal, harus menjadi motor

penggerak.

6) Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat
terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk
menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas
barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat
terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang

diharapkan.

7) Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas.
Hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-
sumber penerimaan masih belum optimal. Menggali
sumber-sumber  penerimaan dan = mengefektifkan
pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang

harus dihadapi.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan
mendukung prospek perekonomian Kabupaten Brebes di

tahun 2018 antara lain:
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1) Posisi Kabupaten Brebes yang sangat strategis, sebagai
gerbang Jawa Tengah bagian barat, dengan berbagai
infrastruktur jalan yang relatif lengkap meliputi rel kereta
api, jalur pantura, dan tol cukup representatif untuk
meningkatkan kemajuan terhadap kondisi perekonomian
di daerah.

2) Perubahan kebijakan pemerintah di wilayah Jabodetabek
mengakibatkan relokasi industri dari Jabodetabek ke
wilayah timur termasuk Kabupaten Brebes. Hal ini
merupakan sebuah peluang besar dalam wupaya
peningkatan perekonomian daerah dan juga merupakan
tantangan besar bagi Pemerintah Daerah untuk
mengelola investasi yang masuk sehingga masyarakat
Kabupaten Brebes tidak hanya sebagai penonton ataupuh
sebagai buruh tetapi lebih memiliki peran yang lebih
sehingga dampak turunan (trickle down effect) sector

industri akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

3) Kebijakan pembebasan visa bagi turis dari banyak Negara
membuka kesempatan bagi daerah untuk menarik
wisatawan melalui atraksi-atraksi wisata baik wisata
alam, budaya maupun wisata belanja. Kabupaten Brebes
sebagai daerah dengan anugerah alam yang sangat
bervariasi harus menjadikan sector pariwisata dan
industry kreatif sebagai salah satu sector andalan.
Banyak potensi pariwisata yang sampai sekarang belum
tersentuh dan dikelola dengan baik. Wisata pantai,
dengan hutan mangrove-nya, wisata pegunungan, dengan
kebun the kaligua dan ranto canyon-nya, serta wisata

budaya, dengan kampung adat Jalawastunya, harus
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dioptimalkan baik melalui dukungan infrastruktur,

manajemen maupun promosi yang intens.

4) Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentu dengan
pengelolaan komponen pasar agar mampu bersaing

dengan kondisi regional ASEAN.
b. Prospek Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan
RPJMN 2015-2019, tahun terakhir untuk periode RPJMD
Prov Jawa Tengah dan tahun transisi dan tahun awal RPJMD
Kabupaten Brebes. Kinerja perekonomian Indonesia yang
digambarkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih di
bawah yang seharusnya dapat dicapai apabila seluruh
potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi
dan produktivitas dalam kinerja perekonomian Indonesia.
Permasalahan yang sama juga terjadi di tingkat regional

maupun lokal.

Melihat kondisi perekonomian baik nasional maupun
regional Jawa Tengah yang optimis tetap tumbuh, maka
dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk mengali
seluruh potensi dumber daya alam yang ada didukung oleh
ketersediaan sumber daya manusia maka prospek ekonomi
di Kabupaten Brebes tahun 2018 dapat tumbuh pada kisaran
5,80%. Laju inflasi diharapkan dapat bertahan pada angka 4-
06%.

Kabupaten Brebes dengan segala potensi dan
permasalahan yang dimiliki, mempunyai peluang yang sangat
luas untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan focus
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pembangunan nasional yang bertumpu pada kemandirian
energy dan pangan, peningkatan peran industri pengolahan
serta pengembangan ekonomi perdesaan, Kabupaten Brebes
diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif
mengingat dukungan sumber daya alam dan besarnya

populasi penduduknya.

Khusus untuk peningkatan peran industri pengolahan,
pemerintah Kabupaten Brebes harus mengedepankan konsep
pengolahan sumberdaya lokal khususnya komoditas
pertanian serta memprioritaskan pengembangan industri
pengolahan mikro, kecil dan menengah. Apabila kita cermati
lebih jauh, potensi sumberdaya lokal yang ada di Kabupaten
Brebes yang berpotensi dijadikan sumber bahan baku
industri pengolahan sangat bervariasi. Kabupaten Brebes
memiliki potensi pertanian, kerajinan tangan, dan industri
kreatif lainnya. Hal ini perlu didorong untuk terus
dikembangkan  mengingat tricle down  effect dari
pengembangan industri pengolahan khususnya yang bersifat
UMKM sangatlah luas. Apabila kita bandingkan dengan
investasi industri besar yang padat modal, maka efek yang
diberikan hanya akan turun ke pemilik modal dan sedikit ke
pekerja, namun untuk sektor UMKM, efek dominonya lebih

luas ke seluruh elemen kehidupan masyarakat.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam
pengembangan industri pengolahan skala UMKM adalah
kelembagaan, manajemen dan pemasaran. Selama ini,
produk UMKM di Kabupaten Brebes memiliki kualitas yang
cukup menjanjikan, namun dari sisi pemasaran (packing,
distribusi, dan promosi) masih kalah bersaing dengan produk
sejenis dari daerah lain. Selain itu, dukungan infrastruktur

transportasi juga sangat penting mengingat banyak produk
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UMKM yang berasal dari daerah kesulitan pemasaran karena
ketidakadaan sarana transportasi, atau kalaupun ada
membutuhkan biaya dan waktu yang banyak sehingga secara

ekonomis kalah bersaing.
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BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN

Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2018 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN
2014 - 2019. Secara garis besar, tujuan utama pembangunan
nasional adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat. Namun demikian, terwujudnya kesejahteraan
masyarakat tersebut hanya akan tercapai apabila dilaksanakan
melalui  pembangunan yang  berkelanjutan  (sustainable
development), yang ditopang oleh kebijakan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan. Selama ini pemerintah senantiasa konsisten
berupaya untuk selalu mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat

dan berkelanjutan.

Upaya tersebut ditempuh dengan mendorong agar APBN
sebagai instrumen fiscal utama lebih produktif dalam mendukung
pencapaian target pembangunan, efisien dalam pengalokasian
sumber daya, berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian
serta mampu mengendalikan risiko untuk jangka pendek,
menengah, maupun panjang. Melalui desain APBN yang sehat dan
berkelanjutan tersebut, diharapkan mampu merespon dinamika
perekonomian, menjawab berbagai tantangan serta mampu
mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
Sejalan dengan tema RKP Tahun 2018: “Memacu Investasi dan

Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan®
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Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk
memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan
pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi
aspek keadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga
kesinambungan fiskal. Upaya untuk memperkuat stimulus fiskal
ditempuh baik melalui sisi pendapatan, belanja maupun
pembiayaan. Dari sisi ~ pendapatan  negara, stimulasi
perekonomian dilakukan dengan memberikan insentif fiskal
untuk kegiatan ekonomi strategis dan prioritas, serta menjaga
keberlanjutan dunia usaha dan lapangan kerja. Dari sisi belanja
negara, stimulasi perekonomian ditempuh dengan meningkatkan
belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur
dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas
perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat melalui
program bantuan sosial yang tepat sasaran, serta memperbaiki
pola dan percepatan penyerapan anggaran. Stimulasi dari sisi
pembiayaan ditempuh dengan mengarahkan pemanfaatan utang
hanya untuk kegiatan yang produktif, dan meningkatkan peran
swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam percepatan
pembangunan infrastruktur, serta melanjutkan pembiayaan

kreatif dan inovatif.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional
menghadapi sejumlah tantangan yang cukup berat, baik yang
berasal dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal,
lingkungan ekonomi global masih diwarnai kondisi gejolak dan
ketidakpastian (uncertainty), yang bersumber dari perlambatan
ekonomi Tiongkok serta prospek pemulihan ekonomi negara-
negara maju yang belum sesuai harapan. Di tahun 2016,
perekonomian global diperkirakan mengalami peningkatan

walaupun masih menghadapi beberapa tantangan yang patut
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diwaspadai. Tantangan tersebut antara lain masih relatif
rendahnya harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan, serta

meningkatnya inflasi di beberapa negara.

Sementara dari sisi domestik, perlambatan ekonomi
global dan volume perdagangan dunia, terutama negara-negara
mitra dagang utama Indonesia, berdampak terhadap perlambatan
kinerja perekonomian nasional. Perlambatan tersebut secara
signifikan tercermin dari menurunnya kinerja ekspor akibat
melemahnya permintaan dunia atas barang-barang domestik.
Meningkatnya anggaran infrastruktur mulai tahun 2015
memberikan dorongan yang cukup signifikan pada pertumbuhan
ekonomi sehingga mampu menahan perlambatan yang terjadi di
tahun 2015. Laju inflasi yang relatif terkendali juga mampu
menjaga tingkat daya beli masyarakat. Stabilitas nilai tukar
rupiah sepanjang tahun 2016 diperkirakan memberikan

optimisme bagi investor untuk ikut berinvestasi di dalam negeri.

3.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional
adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang
pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran
jangka menengah. Program kerja yang diwujudkan baik dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) di setiap tahun.

Di dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sejumlah
sasaran pembangunan untuk mendorong agar kegiatan

pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan secara inklusif
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dan menyeluruh. Sasaran-sasaran indikatif yang ditetapkan
tersebut berupa sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran, angka kemiskinan, indeks ketimpangan (gini ratio)
dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pembangunan
tersebut disusun dengan tetap memperhatikan dinamika internal
dan eksternal yang berpotensi memunculkan tantangan yang

dapat menghambat pencapaian sasaran-sasaran tersebut.

Secara umum sasaran kesejahteraan masyarakat yang
ingin dicapai pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 pada akhir
periode 2019 adalah menuju (i) tingkat pengangguran pada
kisaran 4,0-5,0 persen, (ii) angka kemiskinan pada kisaran 7,0-
8,0 persen, (iii) indeks ketimpangan 0,36, dan (iv) IPM 76,3.
Namun demikian, dalam rangka penetapan target yang lebih
realistis, dengan tidak mengurangi upaya dan kerja keras
pemerintah, penetapan sasaran kesejahteraan masyarakat

tersebut juga perlu memperhatikan realisasi terkini.

Upaya pencapaian sasaran pembangunan sampai dengan
tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup baik. Kinerja
perekonomian nasional yang dalam beberapa tahun terakhir
mengalami pelemahan sebagai dampak belum pulihnya
perekonomian global. Pada tahun 2016, perekonomian nasional
tumbuh sebesar 5,02 persen, membaik dibandingkan tahun 2015
yang sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016,
didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, perbaikan
kinerja investasi, dan peningkatan ekspor. Konsumsi RT masih
tumbuh cukup kuat didukung oleh terkendalinya inflasi.
Peningkatan  kinerja investasi terutama didorong oleh
pertumbuhan investasi nonbangunan dalam bentuk kendaraan
dan peralatan lainnya. Perbaikan ini terindikasi pada kinerja

sektor pertambangan dan perkebunan yang meningkat. Di sisi
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lain, investasi bangunan masih melambat sejalan dengan belum
kuatnya dukungan investasi sektor swasta. Sementara itu, kinerja
ekspor menunjukkan perbaikan yang signifikan seiring dengan
mulai meningkatnya harga beberapa komoditas seperti harga

batubara dan CPO.

Pertumbuhan ekonomi domestik juga berdampak
terhadap penurunan tingkat pengangguran dan angka
kemiskinan. Tingkat pengangguran tahun 2016 sebesar 5,61
persen, menurun jika dibandingkan tingkat pengangguran pada
tahun 2015 yang sebesar 6,18 persen, sedangkan angka
kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di bawah garis
kemiskinan pada bulan September 2016 mencapai 27,76 juta
orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang
dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta
orang (10,86 persen). Sementara itu, pada September 2016, angka
ketimpangan (gini ratio) tercatat turun menjadi 0,394, turun
sebesar 0,008 dibandingkan pada September 2015 yang sebesar
0,402. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
pada tahun 2016 sebesar 70,18, mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 69,55.

Pemerintah akan menyusun program Kkerja guna
mencapai target dan sasaranpembangunan tahun 2018 yang
tertuang dalam RKP. Program kerja tersebut disusun dalam upaya
mencapai sasaran pembangunan dalam RPJMN, serta
mengantisipasi dinamika perekonomian dan isu-isu strategis

terkini yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang tepat.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan
domestik, yang diperkirakan mengalami perbaikan di sepanjang
tahun 2017, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diproyeksikan
tumbuh pada kisaran 5,4-6,1 persen. Target tersebut dapat
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tercapai antara lain didukung oleh stabilnya konsumsi rumah
tangga, meningkatnya investasi dan kinerja sektor eksternal yang
semakin baik. Peningkatan kinerja sektor-sektor yang mampu
memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan PDB seperti
sektor Industri Pengolahan terutama non migas, Pertanian,
Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, dan Jasa
Keuangan diharapkan mendorong pencapaian target
pertumbuhan ekonomi. Dengan membaiknya kondisi
perekonomian nasional tersebut, diharapkan juga akan mampu
mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang

lain.

Secara umum sasaran kesejahteraan yang ingin dicapai
pemerintah pada tahun 2018 sesuai RPJMN 2015-2019 adalah (i)
tingkat pengangguran pada kisaran 4,6-5,1 persen, (ii) angka
kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen, (iii) rasio gini 0,38 dan

(iv) IPM 75,3.

3.1.2 Tantangan Pembangunan Nasional

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan, baik dalam RPJMN maupun RKP, pemerintah
tentu perlu memperhatikan berbagai dinamika, baik yang terjadi
di tingkat global maupun domestik yang dapat menjadi
tantangan sekaligus peluang. Dari sisi eksternal, perbaikan
perekonomian global pada tahun 2018 diperkirakan tidak
setinggi sebelumnya. Hal tersebut tentu akan berimbas pada
kinerja perekonomian nasional, terutama sebagai akibat belum
menguatnya perekonomian negara-negara mitra dagang utama.
Belum pulihnya perekonomian global yang diiringi dengan masih
rendahnya harga komoditas global tentu juga akan berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia
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yang perekonomiannya masih berbasis komoditas. Selain itu,
kebijakan moneter serta kondisi likuiditas global juga perlu
diperhatikan mengingat selama beberapa tahun terakhir
perekonomian nasional menerima aliran masuk modal portofolio
asing yang cukup signifikan. Stabilnya kondisi ekonomi makro
serta terjaganya tingkat kepercayaan investor akan memberikan
dorongan bagi semua pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya secara  berkesinambungan = sehingga mampu
memberikan nilai tambah yang besar bagi tumbuhnya

perekonomian nasional.

Mulai berlakunya MEA juga memberikan peluang dan
tantangan tersendiri. Di satu sisi, MEA akan membuka peluang
yang lebih luas bagi peningkatan ekspor dan pertumbuhan
ekonomi Indonesia, penciptaan peluang arus FDI dan sumber
pendanaan aktivitas produksi, serta perluasan kesempatan yang
besar bagi para pencari kerja untuk dapat memperoleh lapangan
pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang lebih beragam.
Namun di sisi lain, adanya MEA juga memberikan tantangan
peningkatan persaingan bagi produk-produk Indonesia yang
relatif sejenis dengan produk negara-negara ASEAN, seperti
produk pertanian, perkebunan, dan produk tekstil. Selain itu,
semakin mudahnya mobilitas sumber daya manusia juga akan
menjadi tantangan tersendiri, mengingat tingkat pendidikan dan
produktivitas masyarakat Indonesia yang masih perlu
ditingkatkan. Beberapa tantangan domestik yang perlu menjadi
perhatian utama, yaitu terbatasnya kapasitas produksi dan
rendahnya daya saing, masih kurangnya inovasi dan rendahnya
tingkat teknologi, kesenjangan ekonomi, kedaulatan pangan,

masih dangkalnya sektor keuangan, serta tingginya biaya dana.
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3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan berkeadilan diterjemahkan melalui upaya
pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan
kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar
wilayah. Pemerintah terus mendorong pengembangan wilayah
industri dan kawasan ekonomi khusus di luar Pulau Jawa
sebagai upaya strategis untuk mendukung pemerataan dan
keadilan di seluruh Indonesia. Pemerintah akan terus
mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah
tinggi melalui proses hilirisasi pengolahan produk sektor primer
dan sektor manufaktur. Upaya pengembangan sektor industri
pengolahan sangat penting dalam rangka mendukung daya
tahan perekonomian nasional mengingat komoditas sangat
rentan terhadap fluktuasi harga. Selain lebih tahan terhadap
perubahan harga, produk olahan juga lebih memberikan nilai
tambah terhadap perekonomian dan masyarakat. Hilirisasi pada
industri hulu, yang meliputi industri agro, industri hulu mineral
tambang, serta industri hulu migas dan batubara menjadi
penting untuk dilakukan. Ketiga industri ini merupakan industri
dasar yang menghasilkan bahan baku bagi sektor industri lain,
sehingga industri hulu harus menjadi industri yang kompetitif
agar industri yang ada di hilir juga menjadi lebih kompetitif dan
memiliki daya saing di tingkat global. Kebijakan hilirisasi akan
meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur industri
melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan
industri antara dan industri hilir. Pada saat yang sama, hilirisasi
akan membuka peluang peningkatan ekspor produk-produk
baru yang pada akhirnya akan mempercepat perluasan lapangan

kerja sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan.
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Upaya peningkatan produktivitas nasional dan kapasitas
produksi tersebut tentu saja membutuhkan percepatan
pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas untuk
mengatasi tantangan di bidang transportasi dan energi terutama
di luar Jawa dan Bali. Pembenahan infrastruktur dan
konektivitas di seluruh Indonesia ditujukan untuk memperkuat
keterkaitan antar wilayah sehingga tercipta sebuah pasar
nasional yang kuat dan mampu bersaing di tataran global.
Pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur kereta api dan jalan
bebas hambatan diharapkan dapat memperlancar arus distribusi
barang dan jasa, sehingga di satu sisi dapat mendukung
pemasaran hasil produksi nasional sedangkan di sisi lain dapat
menekan disparitas harga. Pemerintah juga menyadari adanya
keterkaitan antar sektor sehingga penyediaan lahan untuk
infrastuktur dan energi misalnya harus berjalan seiring dengan
pembangunan di bidang-bidang lainnya seperti pangan dan
pariwisata. Pengembangan kawasan industri akan terintegrasi
dengan program pembangunan jalan tol, rel kereta api,
pelabuhan, dan bandar udara. Kebutuhan energi dipenuhi
melalui program pembangunan pembangkit listrik berikut
jaringan  transmisinya. @ Manfaat lain dari percepatan
pembangunan infrastruktur dan konektivitas di seluruh
Indonesia adalah pemerataan kesempatan usaha sekaligus
pemerataan hasil-hasil pembangunan yang selama ini cenderung
terpusat di Jawa. Pembukaan peluang-peluang baru diharapkan
tidak hanya muncul di sektor industri pengolahan, namun juga
pada sektor unggulan lainnya seperti industri kreatif dan
pariwisata. Potensi pertambahan kapasitas produksi dan
penyerapan tenaga kerja secara merata di seluruh wilayah

Indonesia tentunya akan memberikan kontribusi positif terhadap
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peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

sehingga mampu mengurangi kesenjangan di masyarakat.

Dalam mengupayakan penurunan kesenjangan,
pemerintah akan melanjutkan strategi yang telah dilakukan,
antara lain melalui pemerataan antar kelompok pendapatan,
pembangunan kawasan perbatasan negara, daerah terluar,
tertinggal, perdesaan dan perkotaan, serta pengembangan
konektivitas nasional. Target strategi tersebut adalah
meningkatkan taraf hidup kelompok miskin dan rentan yang
harus tumbuh lebih cepat dibanding kelompok rumah tangga
kaya. Peningkatkan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui
penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya, pelatihan
dan sertifikasi tenaga kerja, diklat dan pendampingan usaha
serta alokasi subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sosial
sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan
terus dilanjutkan dengan meningkatkan cakupan bantuan iuran
jaminan kesehatan dan pendidikan melalui Kartu Indonesia
Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta cakupan

kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara spasial, pemerintah akan membangun kawasan
perbatasan dengan membangun infrastruktur, meningkatkan
keamanan, serta menyediakan kebutuhan fasilitas sosial dan
ekonomi. Di daerah tertinggal, upaya yang dilakukan adalah
dengan meningkatkan kreativitas masyarakat untuk
menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan
setempat. Sementara pembangunan perdesaan bertujuan untuk
menurunkan desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri.
Kebijakan akan diarahkan pada pengembangan ekonomi
kawasan perdesaan atau transmigrasi untuk mendorong

keterkaitan antara desa dengan kota.
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Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang merata dan
berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya
manusia dan teknologi yang mumpuni. Pemerintah menyadari
bahwa membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing
tinggi memerlukan komitmen jangka panjang. Bonus demografi
yang saat ini dimiliki Indonesia perlu disertai peningkatan
kualitas agar tercipta penggerak pembangunan yang lebih
produktif dan berdaya saing. Dalam rangka peningkatan kualitas
SDM ini, pemerintah telah menetapkan beberapa arah kebijakan,
khususnya di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses
dan kualitas serta relevansi pendidikan tingkat dasar dan

menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi.

Tingkat produktivitas SDM perlu didukung oleh jaminan
kesehatan dan ketersediaan pemukiman, sehingga tercipta SDM
yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Peningkatan akses
dan mutu pelayanan kesehatan diupayakan antara lain melalui
pemerataan infrastruktur kesehatan (rumah sakit, puskesmas)
yang didukung pelayanan kesehatan yang berkualitas di semua
Kabupaten/Kota, serta jaminan kesehatan secara universal
melalui kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses
kepemilikan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR). Penyediaan hunian berkualitas juga harus
didukung oleh sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai
seperti air minum, listrik, dan pengelolaan sanitasi. Pemerintah
juga berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi,
penguasaan teknologi dan daya saing SDM melalui dukungan
terhadap pendidikan kewirausahaan, aktivitas riset dan
pengembangan, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang

terintegrasi dengan kawasan industri.
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Pengembangan kapasitas produksi dan daya saing
nasional memerlukan dukungan teknologi tinggi dan tepat guna.
Pemerintah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan
baik yang dilakukan oleh dunia pendidikan maupun kalangan
industri, sekaligus berusaha menjembatani kesenjangan antara
dunia industri dengan akademisi. Dukungan pemerintah
diwujudkan melalui kemudahan regulasi dan pemberian insentif
kepada kalangan industri, perguruan tinggi, dan lembaga-
lembaga swasta yang terlibat dalam kegiatan riset. Pemerintah
juga berperan aktif dalam = kegiatan penelitian dan
pengembangan melalui program-program nasional penggerak
inovasi di tingkat Kementerian/Lembaga. Upaya mendorong
pengembangan inovasi juga terus dilaksanakan secara merata di
seluruh wilayah Indonesia melalui klaster-klaster inovasi
berbasis komoditas unggulan daerah. Sinergi antar sektor
pembangunan menjadi kunci bagi optimalnya pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan dalam peningkatan kapasitas
produksi dan daya saing nasional. Sementara itu, tingkat
keberhasilan pemanfaatan inovasi terkait erat dengan kualitas
sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur serta

konektivitas antar wilayah.

Salah satu ukuran kekuatan daya saing suatu bangsa
adalah sumber daya manusia yang berprestasi, misalnya di
bidang olah raga. Untuk meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia di bidang olahraga diperlukan dukungan yang
komprehensif dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah
tentunya sangat memberi perhatian yang besar terhadap prestasi
olahraga melalui anggaran K/L untuk mendukung kegiatan
perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga,
termasuk pembinaan atlet-atlet pada cabang-cabang olahraga

yang memiliki prestasi. Oleh karena kemampuan pemerintah
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dalam memberi dukungan terhadap pengembangan dan
peningkatan prestasi olahraga terbatas, diperlukan peran serta

dan partisipasi masyarakat, terutama kalangan usaha.

Sementara itu, terkait dengan tantangan dalam
kedaulatan pangan, pemerintah akan melaksanakan dengan
perencanaan yang terintegrasi yang mencakup seluruh
pemangku kepentingan baik di tingkat Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanan
pembangunan kedaulatan pangan. Sinergi kebijakan tersebut
antara lain mencakup reformasi agraria, pencegahan konversi
lahan pertanian produktif, pemulihan kesuburan lahan,
pembangunan Desa Mandiri Benih, pengembangan pertanian
organik, peningkatan produksi ikan, garam, dan rumput laut,
pengendalian harga dan impor pangan, serta peningkatan

produksi padi dan pangan lain.

Penduduk  Indonesia  sampai saat ini  masih
menggantungkan kebutuhan pangan pokoknya pada beras/padi.
Oleh karena itu, ketersediaan stok beras/padi di dalam negeri
menjadi sangat penting. Dalam rangka mewujudkan hal
tersebut, pemerintah telah menyusun perencanaan terintegrasi
untuk meningkatkan produksi padi. Beberapa strategi
pemerintah tersebut diantaranya pencetakan sawah baru,
rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan waduk, pembangunan
embung, penyaluran subsidi benih dan pupuk yang tepat
sasaran, pengembangan budidaya padi, pengembangan
pertanian organik, penyaluran bantuan alat dan mesin
pertanian, pemanfaatan lahan tidur/optimalisasi lahan,
technopark dan science park, pengembangan balai penyuluhan,
pembangunan pasar tradisional, serta pembelian beras/gabah

petani.
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Dalam RKP Tahun 2018, pemerintah menyusun 10
prioritas nasional dengan 30 program prioritas, berprinsip
peningkatan kualitas money follow program dengan pendekatan
Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial, meliputi :

L. Pendidikan,

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru
II. Kesehatan,
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan da Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat)
I11. Perumahan dan Permukiman,
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) (dari 10)

10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (dari 14)

11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan
Lapangan Kerja

12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai
Tambah Tinggi

V. Ketahanan Energi,

13. Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi
Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. Ketahanan Pangan,

15. Peningkatan Produksi Pangan
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16. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pertanian (termasuk irigasi)
VII. Penanggulangan Kemiskinan,

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan

Koperasi
VIII. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman,

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-
moda)

21. Pengembangan Telekomunikasi dan
Informatika

IX. Pembangunan Wilayah

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah
Tertinggal

23. Pembangunan Perdesaan

24. Reforma Agraria

25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
(antara lain kebakaran hutan)

26. Percepatan Pembangunan Papua

X. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

27. Penguatan Pertahanan

28. Stabilitas Politik dan Keamanan

29. Kepastian Hukum

30. Reformasi Birokrasi

Beberapa kebijakan dalam prioritas nasional
penanggulangan kemiskinan. Pertama, jaminan dan bantuan
sosial tepat sasaran melalui : (i) Program Keluarga Harapan
(PKH) bagi keluarga termiskin; (ii) bantuan pendidikan bagi 19,7

juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin;
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(iii Rastra/bantuan pangan non-tunai bagi keluarga sangat
miskin, miskin, dan rentan; (iv) bantuan iuran kesehatan bagi
94,4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru
lahir); (v) subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin dan
rentan; (vi) perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kedua, pemenuhan kebutuhan
dasar melalui : (i) percepatan kepemilikan identitas hukum (akta
kelahiran, NIK); (ii) penyediaan infrastruktur dasar : sanitasi, air
minum, jalan, jembatan; (iii) terfasilitasinya akses terhadap
pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting; (iv)
bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan
rumah susun; (v) penyediaan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Ketiga, perluasan akses usaha mikro,
kecil, dan koperasi melalui : (i) registrasi usaha skala mikro dan
kecil; (ii) pengembangan sarana dan prasarana bagi usaha
UMKM; (iii) fasilitasi sertifikasi, standarisasi, merk, dan
pengemasan; (iv) akses UMKM untuk mendapat kredit; (v)
perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.

Kebijakan prioritas nasional pengembangan dunia usaha
dan pariwisata melalui : (i) peningkatan kontribusi sektor
pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan
peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya; (ii)
percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah; (iii) percepatan
pembangunan Kawasan Industri (KI) terutama di luar Jawa
berdasarkan keunggulan wilayah; (iv) pembenahan iklim
investasi di pusat dan daerah; (v) penciptaan lapangan kerja
seluas-luasnya didorong dengan peningkatan iklim
ketenagakerjaan dan hubungan industrial; (vi) pengembangan

keahlian tenaga kerja; (vii) peningkatan populasi dan daya saing
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industri, dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif; (viii)
peningkatan perdagangan luar negeri.

Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen utama
pemerintah tentu harus diarahkan untuk mendukung berbagai
upaya pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Pemerintah
terus berupaya untuk meningkatkan alokasi belanja ke sektor
yang produktif misalnya melalui peningkatan belanja
infrastruktur untuk  mendorong  peningkatan  aktivitas
perekonomian dan pemerataan pembangunan di daerah. Selain
itu, pemerintah juga terus mendorong partisipasi pemerintah
daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dengan
meningkatkan alokasi transfer daerah dan dana desa. Berbagai
kebijakan lain juga dilakukan dalam rangka mendukung
tercapainya sasaran pembangunan dan upaya untuk mendorong
tumbuhnya aktivitas produksi dan investasi misalnya melalui
pemberian insentif fiskal, subsidi yang lebih tepat sasaran untuk
menjaga daya beli masyarakat, perbaikan peran BUMN dalam
pembangunan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan
penyederhanaan izin usaha, harmonisasi kebijakan pusat dan
daerah, perbaikan dukungan pendanaan melalui peningkatan
peran sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi terutama
untuk mendorong Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi serta
pengembangan peran dari Industri keuangan bukan bank
sebagai sumber alternatif pembiayaan investasi. Selain itu, perlu
terus digali potensi dan partisipasi masyarakat, melalui strategi
financial inclusion dan financial deepening yang terintegrasi di
tingkat nasional. Hal tersebut, selain dapat meningkatkan
ketahanan perekonomian dalam jangka panjang, juga
diharapkan dapat membuat pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi lebih dinikmati oleh masyarakat luas.
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3.1.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018

Indikator perekonomian Indonesia dalam tahun 2018
diperkirakan sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi akan
mengalami peningkatan yaitu mencapai 5,4-6,1 persen; (ii)
tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup
moderat sebesar 2,5-4,5 persen; (iii) tingkat bunga SPN 3 bulan
akan berada pada kisaran 4,8-5,6 persen; (iv) nilai tukar rupiah
berada pada kisaran Rp. 13.500-Rp. 13.800 per dolar AS; (v)
harga minyak ICP diperkirakan masih berada di level US$45-
US$60 per barel; (vi) lifting minyak mentah Indonesia berkisar
antara 771-815 ribu barel per hari; serta (vii) lifting gas
diperkirakan berada pada kisaran 1.190-1.230 ribu barel per
hari setara minyak. Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun
2018 sebagai dasar penyusunan pagu indikatif dapat dilihat
pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018

Indikator APBN 2017 RAPBN 2018
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy) 5,3 5,4-6,1
Inflasi (%, yoy) 4,0 2,5-4,5
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,3 4,8 - 5,6
Nilai Tukar (Rp/US$) 13.300 13.500 - 13.800
Harga Minyak Mentah Indonesia 45 45 - 60
(US$/barel)

Lifting Minyak (ribu barel per hari) 780 771 - 815
Lifting Gas (ribu barel setara 1.150 1.190 - 1.230
minyak per hari)

Sumber: Kemenkeu RI
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3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2018, perekonomian dunia diperkirakan semakin
membaik dengan ditandai menguatnya pertumbuhan ekonomi di
negara maju dan berkembang. Seiring dengan perbaikan tersebut,
volume perdagangan dunia juga diperkirakan semakin menguat
dengan didukung oleh pulihnya harga komoditas. Nilai ekspor
impor negara maju dan berkembang akan terus meningkat.
Dengan semakin membaiknya perekonomian, volume
perdagangan, dan harga komoditas maka di tahun 2018, inflasi

dunia juga diperkirakan meningkat.

Sementara itu, perekonomian nasional tidak dapat terlepas
dari perkembangan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi
nasional diperkirakan akan meningkat seiring dengan realisasi
pembangunan infrastruktur dan terjaganya daya beli masyarakat.
Perbaikan kinerja perekonomian nasional tersebut didukung oleh
perkiraan laju inflasi yang terkendali pada level yang rendah dan
stabil. Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas nilai tukar
rupiah, tingkat suku bunga SPN yang berada pada level yang
terjaga, harga ICP yang masih relatif rendah, serta tingkat lifting

yang terjaga.

Sejalan dengan kondisi ekonomi global, pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2018 diperkirakan lebih baik
dibandingkan tahun 2017. Keberlanjutan pembangunan
infrastruktur domestik yang telah dimulai sejak tahun 2015
masih diharapkan menjadi motor pendorong perekonomian
nasional. Peningkatan anggaran infrastruktur dilaksanakan
untuk mendorong investasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Perbaikan investasi dapat dicapai melalui pengembangan
kapasitas produksi dan daya saing. Sementara itu, upaya menjaga
daya beli dilakukan melalui penguatan konektivitas nasional

sehingga mampu menciptakan efisiensi sistem logistik. Kondisi ini
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diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas harga
komoditas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada,
pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan mencapai 5,4-
6,1 persen, lebih tinggi dari outlook pertumbuhan ekonomi tahun

2017 yang mencapai 5,1-5,3 persen.

Kinerja perekonomian yang diperkirakan semakin membaik
juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat keyakinan
konsumen sejalan dengan optimisme pasar atas perekonomian
domestik. Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga
didukung oleh kebijakan moneter yang kondusif, antara lain
inflasi yang rendah dan stabil, serta tren penurunan suku bunga
acuan BI. Faktor pendukung lainnya adalah masih tingginya

kelompok masyarakat berpendapatan menengah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilihat dari target
pertumbuhan ekonomi tahun 2018 pada sisi pengeluaran,
diperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kisaran
5,4-6,1 persen dan konsumsi pemerintah pada kisaran 3,3-4,1
persen. Perkiraan ini didukung oleh kebijakan anggaran belanja
yang lebih efisien dengan menerapkan money follow program
prioritas. Perencanaan dan penganggaran ini diharapkan lebih
terintegrasi dan terpadu, sehingga efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran dan manfaat

pembangunan lebih mudah tercapai.

Di tahun 2018, pemerintah akan tetap fokus pada
pembangunan infrastruktur dengan beberapa program prioritas
diantaranya (1) pengembangan konektivitas nasional melalui
pembangunan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut,
udara, dan inter-moda) serta pengembangan telekomunikasi dan
informatika, (2) penguatan kedaulatan pangan melalui
pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi),

(3) penguatan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, (4)
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penguatan kemaritiman dan kelautan, (5) pengembangan
Kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan (6)

pengembangan Industri Pariwisata.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut,
pemerintah akan kembali meningkatkan anggaran infrastruktur
di tahun 2018 dan tetap memberikan ruang bagi penguatan
modal BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemerintah
juga akan terus mendorong swasta agar lebih berperan dalam
pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah
dan swasta (KPS, Public Private Partnership/PPP). Selain itu,
pemerintah juga akan tetap berupaya meningkatkan daya saing
perekonomian nasional dan memperbaiki iklim investasi antara
lain melalui penyederhanaan berbagai prosedur izin investasi
serta pembenahan iklim ketenagakerjaan melalui hubungan
industrial yang harmonis. Pembangunan Pusat Logistik Berikat
(PLB) guna mengurangi biaya logistik serta terus mengupayakan
penurunan waktu dwelling time. Pemerintah menyiapkan berbagai
kemudahan fasilitas perpajakan untuk menarik minat investor di
PLB, seperti penundaan pembayaran bea masuk dan pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau PPnBM. Dengan
memperhatikan berbagai hal tersebut, PMTB tahun 2018

diharapkan akan membaik.

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja pertumbuhan
ekspor diperkirakan membaik meskipun masih dalam tingkat
yang moderat. Peningkatan konektivitas nasional juga diharapkan
mampu memperlancar proses distribusi barang dan jasa dari
kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan ekspor nasional diarahkan
untuk mendorong peningkatan kualitas produk ekspor bernilai
tambah lebih tinggi dan meningkatkan kemudahan ekspor dengan
memfasilitasi perdagangan yang lebih baik. Selain itu, dukungan

APBN melalui PMN terhadap program National Interest Account
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3.3.

(NIA) diharapkan dapat menjadi stimulus kinerja ekspor. Lebih
lanjut, optimalisasi pemanfaatan skema kerjasama perdagangan
internasional dan pemanfaatan rantai nilai global terutama
partisipasi UKM juga diharapkan menjadi faktor peningkatan
ekspor.

Di sisi lain, kinerja impor juga diperkirakan membaik
seiring dengan perbaikan ekonomi domestik dan pembangunan
infrastruktur. Pemanfaatan rantai nilai global diharapkan
meningkatkan impor guna memperkuat daya saing akan barang-
barang ekspor sehingga partisipasi Indonesia dalam perdagangan
internasional semakin membaik. Stimulus fiskal juga diberikan
dalam pembebasan bea masuk importasi bahan baku dan barang
modal yang diharapkan mampu mendukung penanaman modal.
Pertumbuhan ekspor dan impor di tahun 2018 diperkirakan

masing-masing sebesar 2,8-3,8 persen dan 3,2-4,0 persen.

Inflasi

Kondisi ekonomi global yang diperkirakan membaik pada
tahun depan mengindikasikan perkembangan positif pada
perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu peningkatan laju
pertumbuhan yang didorong peningkatan permintaan akan
mendorong peningkatan laju inflasi inti pada tahun 2018. Di sisi
lain, proyeksi peningkatan harga komoditas energi global
berpotensi meningkatkan laju inflasi komponen harga diatur
pemerintah. Sementara itu, sebagian besar komoditas harga
bergejolak akan mengalami peningkatan didorong menguatnya
permintaan komoditas pangan global. Kondisi ini antara lain
disebabkan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia dan
kembali meningkatnya penggunaan energi alternatif (biofuel)

seiring dengan peningkatan harga minyak mentah. Komitmen
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pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi juga
ditunjukkan oleh alokasi anggaran dan dana cadangan dalam
rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Alokasi
dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan
subsidi pangan agar meningkatkan produksi dan ketersediaan
pasokan (subsidi beras, benih, pupuk), alokasi dana cadangan
untuk mendukung program ketahanan pangan seperti melakukan
operasi pasar dan penyediaan beras untuk rakyat miskin. Alokasi
dana cadangan juga disediakan untuk melakukan impor bahan
pangan tertentu dalam rangka mengatasi tekanan kelangkaan di
pasar domestik. Di samping itu, sinergi dan koordinasi kebijakan
fiskal, moneter dan sektor riil, serta peran aktif pemerintah
daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah akan
memberi kontribusi positif bagi pengendalian inflasi dan

pengendalian stabilitas harga di tingkat nasional.

Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga
komoditas terutama pangan pokok dan energi menjadi kunci
pelaksanaan program-program pengendalian inflasi. Oleh karena
itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang
semakin baik karena didukung oleh semakin meningkatnya
kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
Dalam kaitannya dengan ekspektasi inflasi, pemerintah perlu
mengupayakan sosialisasi kebijakan yang efektif sehingga
memberikan keyakinan pada masyarakat dan dunia usaha. Oleh
karena itu, dengan memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi inflasi serta kebijakan fiskal, moneter dan sektor
riil dalam pengendalian inflasi, maka inflasi diperkirakan bergerak
di sekitar rentang sasaran inflasi tahun 2018 yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 3,5 £ 1,0 persen.
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3.4. Asumsi-Asumsi Lain

Beberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan

pembangunan di Kabupaten Brebes yang merupakan

pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program

prioritas pembangunan tahun 2018 antara lain adalah sebagai

berikut :

(1)

(2)

(3)

Penyelenggaraan pendidikan bebas biaya telah dilaksanakan
secara tuntas hingga tingkat SD dan SMP (program
pendidikan dasar, melalui wajib belajar 9 tahun) pada SD
Negeri dan SMP Negeri. Disamping itu pemberian subsidi
diberikan kepada SD Swasta dan MI. Selanjutnya,
penyelenggaraan pendidikan bebas biaya khususnya bagi
siswa miskin melalui program Kartu Brebes Cerdas (KBC)
serta beasiswa siswa miskin perlu dilanjutkan di tahun-tahun
mendatang;

Pembiayaan subsidi Operasional Pendidikan, lanjutan
pembangunan Gedung-gedung Sekolah, penambahan unitZ
unit kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SLTP /
SLTA serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan
pendidikan, yang diorientasikan pada wupaya pemerataan
kesempatan belajar dan peningkatan mutu proses belajar
sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta merintis
Wajib Belajar Pendidikan Menengah Dua belas tahun;
Pembiayaan subsidi Operasional Pelayanan Kesehatan,
lanjutan pembangunan Gedung Puskesmas/Pustu Polindes
Kesehatan, dan prasaranalsarana penunjang pelayanan
kesehatan lainnya, yang diorientasikan pada upaya
pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu dan

jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta
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